oo PEMERINTAH KOTA BONTANG

(€Y  BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. MH Thamrin No. 15 RT. 05 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ) DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
tentang pengadaan barang/jasa, maka perlu membentuk Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf (a), perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Négara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai K\Barat, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bontag (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 74, Tamabahn Lemabaran Negara Nomor 3962);

4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentnag Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Nomor 5, Temabahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



Memperhatikan :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

10.

11.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor
70 Tahun 2012 tetnang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kota

Bontang Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

: Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021

sebagaimana nama tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan paket pengadaan

sebagaimana kolom 3 (tiga) dalam lampiran surat keputusan ini.

: Pejabat pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA

keputusan ini memiliki tugas pokok dan wewenang;:



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

®

P‘

&

h.

1.

Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;

Menetapkan dokumen pengadaan;

Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui website dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE;
Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi
barang/jasa;

Melakukan evaluasi administrasi, teknis pengadaan kepada pengguna
barang/jasa;

Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa kepada PA/KPA;

Dapat mengusulkan perubahan HPS; dan/atau

Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

: Dalam melaksanakan tugas, pejabat pengadaan barang/jasa wajib berpedoman

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bontang;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapgkan di : Bontang
Pada Tahggal : 20 Januari 2021
Kepala Badan

— e

H. Sigit Alfian, S.E.. M.M
Pembina Tk. I

NIP. 19670612 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bontang di Bontang (sebagai laporan);
2. Inspektorat Daerah Kota Bontang di Bontang;

3. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR & TAHUN 2021
TANGGAL : 20 JANUARI 2021
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BONTANG
Nama No. Rekening : e
No Jabatan : Kegiatan Sub Kegiatan Jumlah
u.a..m_c.tﬁa_. Ruang Sub Kegiatan g g
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rudy Setyawan Pejabat wmsmw%m: Barang 5.02.01.2.06.09 1 ?&Eemﬁmﬂu CEM&B Perangkat wazwo_asmmumﬁwwz _W%mmﬁ M%an_smm_ dan Rp  318,488,000.00)
NIP. 19800729 200604 1 012 AR act onsultas
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Instalasi
LIZD1 20001 2 Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i 31 41400
5.02.01.2.06.02 3 Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rp 147,419,519.00
Daerah Kantor
5.02.01.2.06.06 4 Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Rp $.400,000.00)
Daerah Perundang-undangan
5.02.01.2.06.05 5 Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Barang Cetakan dan Rp 53,100,041.00)
Daerah Penggandaan
502.01.2.0604 | 6 >aa§m§wwwmmsa Berareglet Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp  51,511,965.00)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
5.02.01.2.09.02 7 Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Rp  293,133,750.00
Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah . cioe_is
5.02.01.2.09.09 8 Penunjang Urusan Pemerintahan Pemelitisan/Retabisiax Ooacnm Kantordat Rp 9,350,000.00
Bangunan Lainnya
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5.02.01.2.09.06 9 Penunjang Urusan Pemerintahan | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 54,610,000.00
Daerah
5020120804 | 10 | FenyediaanJasaPenunjang Urusan | po oo gioo a5 Pelayanan Umum Kantor | Rp  1,606,712,000.00
Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.08.02 1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Rp 352.910,000.00

Pemerintahan Daerah

Air dan Listrik




Nama No. Rekening : .
No Jabatan i Kegiatan Sub Kegiatan Jumlah
Pangkat/Gol. Ruang Sub Kegiatan gl 8
1 2 3 4 S 6 7 8
m— e S
5.02.01.2.0801 | 12 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat R 6,000,000.00
T Pemerintahan Daerah y yu P oo
Administrasi Kepegawaian Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
5.02.01.2.05.02 13 Pesngkst Daergh Kelenghapamya Rp 24,750,000.00f
Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
3.02/01.2.05.09 4 Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 0000
Pengadaan Barang Milik Daerah
5.02.01.2.07.05 15 Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan Mebel Rp 7,632,002.00f
Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
S ULZoLA 16 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Rp o s
Perencanaan, Penganggaran, dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
5.02.012.01.06 17 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 5,982,272.00
5020120201 | 18 | Administrasi wwwwmmg Perangkat | penvediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 1 _,oﬁ,oﬁ,o:.oo__
Administrasi Keuangan Perangkat Koordinasi dan Penyusunan Laporan __
5.02.01.2.02.05 19 Daerah Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 58,369,602.00
5.02.012.02.08 20 Administrasi Keuangan Perangkat |Penyusunan mm_wv.oai dan Analisis Prognosis Rp 4,182,272.00|
Daerah Realisasi Anggaran
5.02.02.2.01.10 21 Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi Perencanaan Anggaran Rp  328351.231.00]
Rencana Anggaran Daerah Pendapatan
5.02.04.2.01.03 2 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan | Penyuluhan dan wmswocma_cm_mm: Kebijakan Rp  555,000,000.00
Daerah Pajak Daerah _
5.02.04.2.01.04 23 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan |Penyediaan mmnmsm.amz Prasarana Pengelolaan Rp 353,610,840 o__
Daerah Pajak Daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan
5.02.04.2.01.06 24 Daerah Badis Data Pajak Daceak Rp  683,385,000.00
5.02.0420100 | 25 | KesiatanPengelolaan Pendapatan | . o0 an Konsultasi Pajak Daerah | Rp

Daerah

mm,gn,ooo%o—_




Nama No. Rekening . .
No S S Jabatan Sub Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan Jumlah
1 2 3 4 1 § 6 7 - 8
5.02.04.2.01.10 2% Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Penelitian dan <.a:m_8m~ Data Pelaporan Rp  455200,671.00]
Daerah Pajak Daerah
5.02.04.2.01 13 27 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Rp 250,977.799.0 o__

Daerah

Pajak Daerah

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : Januari 2021
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontan

\-\.\\\\‘L —
H. Sigit Alfian, S.E., M.M

Pembina Tk. I
NIP. 19670612 200112 1 002




